






1. Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, kesimpulan yang dapat 
diambil bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman 
untuk permukiman tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 karena penggunaan sempadan 
Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman tidak sesuai dengan 
tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman pada Pasal 2 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan rumah yang berada 
di sempadan sungai mengganggu fungsi serta kelestarian sungai. 
Pembangunan permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman 
diizinkan pada daerah dengan zonasi untuk permukiman yang telah 
memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 yaitu lebar sempadan sungai 
paling sedikit 10 meter. 
2. Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap 
permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, 
antara lain: 
a. Program penataan kawasan permukiman di sempadan Sungai 





(M3K) dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa 
Indonesia Mundur, Naik, Menghadap Kali. Program penataan 
kawasan permukiman di sempadan Sungai Code yaitu dengan 
konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) dalam bahasa 
Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia Mundur, Naik, 
Menghadap Kali. 
b. Rumah yang sudah didirikan sebelum dibentuknya Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai diberi status quo. 
c. Membuat Rumah Susun Hak Sewa (RUSUNAWA) untuk 
warga yang tinggal di sempadan Sungai Code.  
d. Memfasilitasi komunitas peduli sungai Code yang membantu 
mengedukasi kepada masyarakat yang berada di sempadan 
sungai mengenai kebersihan sungai, bagaimana cara menjaga 
sungai serta membantu mengedukasi mengenai Program M3K. 
B. Saran 
1. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
yang tinggal di sempadan Sungai Code mengenai Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 agar masyarakat yang 
tinggal di sempadan Sungai Code memahami Rencana Tata Ruang 
Wilayah di tempat tinggal mereka. 
2. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat 





sempadan sungai, rumah dan permukiman yang layak huni dan cara 
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